
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PERATURAN 

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG  

Nomor: ITN.06.123/IX.REK/2025 

 

Tentang 

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  

 

 

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG  

 

Menimbang : a. bahwa Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki peran 

strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

bermutu, berintegritas, dan bermartabat; 

  b. bahwa Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib berperan serta 

dalam menciptakan lingkungan akademik yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai keilmuan, integritas, dan profesionalisme; 

  c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas Tridharma perguruan 

tinggi dan pelayanan administratif secara bertanggung jawab, 

jujur, adil, serta beretika, diperlukan pedoman perilaku yang 

dapat dijadikan acuan bersama; 

  d. bahwa telah terjadi dinamika dalam perkembangan dunia 

pendidikan tinggi yang menuntut peningkatan kualitas moral, 

etika, dan tanggung jawab profesional para Dosen dan Tenaga 

Kependidikan; 

  e. bahwa untuk mewujudkan sikap dan perilaku Dosen dan Tenaga 

kependidikan  yang sesuai dengan norma agama, norma susila, 

norma sosial dan/atau norma hukum diperlukan kode etik 

sebagai pedoman sikap dan perilaku; 

  f.  bahwa dalam rangka penyusunan standar etik Dosen dan Tenaga 

Kependidikan yang sesuai dengan visi misi Institut Teknologi 

Nasional Malang; 

  g. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas perlu diterbitkan 

Peraturan Rektor Institut Teknologi Nasional Malang tentang 

Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi 

Nasional Malang; 

    

Mengingat :  1. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 158;         

Tambahan Lembaran Negara No. 5336); 

  2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang  

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 73; Tambahan Lembaran                    

Negara No. 5105); 



  3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang  

Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 112; Tambahan Lembaran 

Negara No. 5157); 

  4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 16; 

Tambahan Lembaran Negara No. 5500); 

  5. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi; 

  6. Statuta Institut Teknologi Nasional Malang tahun 2024 

    

 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan :    

Pertama :  MENGESAHKAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN  

Kedua :  Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi 

Nasional  Malang berlaku sejak tanggal ditetapkan; 

Ketiga :  Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pedoman ini, 

maka dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya; 

 

 

 

 

Ditetapkan di :  Malang 

Pada Tanggal :  02 Juni 2025 

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 

Rektor, 

 

 

 

 

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D. 

NIP.198003012005011002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan: 

1. Rektor adalah bagian Institut Teknologi Nasional Malang yang memimpin 

penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Teknologi Nasional Malang. 

2. Wakil Rektor adalah pejabat tinggi yang membantu Rektor dalam mengelola berbagai 

bidang strategis, yang memiliki tugas yang lebih spesifik di berbagai bidang dan 

bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan operasional di bidang tersebut berjalan 

dengan baik. 

3. Dosen adalah pemangku jabatan fungsional di Institut Teknologi Nasional Malang yang 

bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Tenaga Kependidikan dalam ruang lingkup Institut Teknologi Nasional Malang adalah 

yang melaksanakan berbagai tugas dalam mendukung jalannya kegiatan pendidikan di 

perguruan tinggi, namun tidak termasuk dalam kelompok Dosen. 

5. Etika adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa kode etik sebagai standar perilaku 

Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pimpinan Institusi dalam menjalankan 

pelayanan Tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan Institut Teknologi Nasional 

Malang untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi 

Institut Teknologi Nasional Malang. 

6. Kode Etik adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa standar perilaku Dosen dalam 

menjalankan pelayanan Tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan Institut Teknologi 

Nasional Malang untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi 

dan misi Institut Teknologi Nasional Malang. 

7. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan asas Pancasila serta 

norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. 

8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Dosen dan Karyawa yang melanggar Kode 

Etik ini. 

9. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) adalah 

seluruh upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara sistematis, terencana, dan 

berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual, 

perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung unsur kekerasan; 

menangani kasus kekerasan secara cepat, tepat, adil, dan berpihak kepada korban, melalui 

mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penindakan, dan pemulihan; menjamin pemenuhan 

hak semua warga kampus atas rasa aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan dalam 

menjalankan kegiatan akademik maupun non-akademik 

10. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak dan kewajiban menetapkan dan 

menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini. 

11. Komisi Integritas Akademik adalah unit khusus yang dibentuk di perguruan tinggi untuk 

memastikan penegakan Kode Etik di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang. 

  

 

 

 

 

 

 



BAB II 

ASAS KODE ETIK 

 

Pasal 2 

Asas pelaksanaan dan penegakan Kode Etik terdiri atas: 

1. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, kejujuran, dan 

kewibawaan. 

2. Keadilan adalah sikap moral yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu 

memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. 

3. Netralitas adalah suatu kecenderungan untuk tidak memihak dalam suatu konflik, yang 

mungkin tidak menunjukkan bahwa pihak-pihak yang netral tidak berpihak.  

4. Keterbukaan adalah konsep yang menekankan pada ketulusan dan kerja sama yang dapat 

diartikan sebagai sifat terbuka untuk menerima informasi, pengaruh, atau interaksi dari 

lingkungannya  

5. Kejujuran adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu dengan benar, tanpa 

rekayasa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 

6. Keteladanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan 

perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain 

7. Profesional adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang ahli dalam bidangnya, 

memiliki keahlian, keterampilan, dan etika dalam menjalankan tugasnya. 

 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 3 

Maksud Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan: 

1. Sebagai pedoman yang jelas tentang perilaku dan tindakan yang diharapkan dari dosen 

dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dan anggota komunitas akademik. 

2. Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan integritas akademik dalam setiap aspek 

kegiatan Dosen dan Tenaga kependidikan, baik dalam pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

Tujuan Kode Etik Dosen dan Tenaga kependidikan:  

1. Kode etik bertujuan untuk mengatur hubungan seluruh elemen antara Dosen, Tenaga 

kependidikan dan Mahasiswa agar tetap dalam koridor yang profesional, menghindari 

segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau penyalahgunaan wewenang. 

2. Kode etik membantu Dosen dan Tenaga kependidikan untuk tetap berkomitmen pada 

kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa mereka selalu bertindak dengan integritas, 

objektivitas, dan rasa tanggung jawab terhadap mahasiswa. 

 

 

BAB IV 

TANGGUNG JAWAB DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Pasal 4 

Dosen dan Tenaga kependidikan bertanggung jawab: 

1. menjaga kejujuran dan integritas akademik; 

2. mengembangkan potensi mahasiswa dalam berbagai aspek, intelektual dan keterampilan; 

3. menghindari segala bentuk pelanggaran akademik dan non-akademik; 



4. menjaga budaya akademik di Institut Teknologi Nasional Malang; 

5. melaksanakan Kode Etik. 

 

 

BAB V 

RUANG LINGKUP ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Pasal 5 

Ruang lingkup etika Dosen dan Tenaga kependidikan meliputi: 

1. Etika Dosen sebagai Ilmuwan 

2. Etika Dosen sebagai Pendidik dan Pengajar 

3. Etika Dosen dan Tenaga kependidikan terhadap Diri Sendiri 

4. Etika Dosen terhadap sesama Dosen 

5. Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan 

6. Etika Dosen dan Tenaga kependidikan terhadap Mahasiswa 

7. Etika Dosen dan Tenaga kependidikan terhadap Institusi 

8. Etika Dosen dan Tenaga kependidikan dalam bernegara 

9. Etika Dosen dan Tenaga kependidikan terhadap masyarakat 

 

Pasal 6 

Etika Dosen sebagai ilmuwan meliputi: 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan penuh integritas dan kejujuran. 

2. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi. 

3. Bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta 

tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian. 

4. Bertindak secara rasional, objektif, terbuka, jujur, dan bijaksana. 

5. Tidak melakukan pelanggaran akademik. 

 

Pasal 7 

Etika Dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi: 

1. Dosen wajib memberikan pengajaran yang berkualitas tinggi dengan mempersiapkan 

materi secara matang dan menggunakan metode yang efektif untuk memastikan mahasiswa 

memahami materi yang diajarkan.  

2. Dosen harus menghormati hak-hak mahasiswa, baik dalam proses pembelajaran maupun 

di luar ruang kelas.  

3. Dosen wajib menyampaikan materi dengan objektivitas, tidak memihak, dan terbuka 

terhadap berbagai pandangan atau perspektif yang ada. Dosen harus menghindari 

penyebaran pandangan pribadi yang tidak relevan dengan materi pembelajaran 

4. Dosen harus siap menerima masukan, kritik, dan saran dari mahasiswa atau kolega untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran.  

5. Dosen sebagai pendidik harus menunjukkan sikap profesional dalam setiap interaksi 

dengan mahasiswa. Ini termasuk disiplin waktu, keseriusan dalam menjalankan tugas, serta 

pengelolaan kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran yang efektif 

6. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, 

Fakultas, dan Institusi. 

7. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diasuhnya dan bersedia 

menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain. 

8. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil 

pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun 

dalam silabus. 



9. Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu 

sesuai standar yang berlaku.  

10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan 

tugasnya sebagai Dosen 

 

Pasal 8 

Etika Dosen dan Tenaga kependidikan terhadap diri sendiri meliputi: 

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. 

2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. 

3. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 

4. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 

5. Berpenampilan rapi dan sopan. 

 

Pasal 9 

Etika Dosen terhadap sesama Dosen meliputi: 

1. Bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi. 

2. Mengembangkan profesi, membina hubungan profesional, dan kesetiakawanan sosial. 

3. Menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif. 

4. Saling menghormati dan menghargai pendapat, pandangan, dan kontribusi profesional dari 

rekan sejawat. 

5. Menjaga profesionalisme dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan rekan 

sejawat, seperti mengambil kredit hasil kerja orang lain, atau saling menjatuhkan untuk 

keuntungan pribadi. 

6. Dosen harus menghindari terlibat dalam situasi yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan dengan sesama dosen. 

7. Dalam penelitian, pengajaran, atau proyek akademik lainnya, dosen wajib menjaga 

transparansi, terutama terkait dengan pembagian tugas, penghargaan, dan hak kekayaan 

intelektual. Pengakuan terhadap kontribusi setiap pihak harus diberikan secara jujur dan 

adil. 

8. Dosen harus menghormati privasi rekan sejawat dan tidak mencampuri urusan pribadi 

yang tidak terkait dengan tugas akademik. 

 

Pasal 10 

Etika terhadap Dosen dengan Tenaga Kependidikan meliputi: 

1. Menjunjung tinggi toleransi keberagaman agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.   

2. Saling menghormati struktur organisasi, baik secara vertikal maupun horisontal dalam 

suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi. 

3. Saling menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif. 

4. Saling menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai. 

Pasal 11 

Etika Dosen dan Tenaga kependidikan terhadap Mahasiswa meliputi: 

1. Berkewajiban untuk merencanakan serta menyampaikan materi kuliah dan kriteria hasil 

belajar kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum 

kuliah semester tertentu di mulai. 

2. Membangun kreativitas dan inovatif memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa 

dengan semangat profesional. 

3. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses 

pelaksanaan kuliah. 

4. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan 

senantiasa berubah dan berkembang 



5. Menjelaskan tujuan pertemuan dan diskusi, menjelaskan bagaimana menggunakan 

informasi yang dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah bertemu 

dengan orang yang tepat. 

6. Memberikan perlakuan yang adil kepada semua mahasiswa tanpa membedakan latar 

belakang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau faktor lainnya. 

7. Menghormati martabat dan hak pribadi mahasiswa. 

8. Memberikan penilaian yang adil berdasarkan kriteria yang jelas dan relevan dengan materi 

yang diajarkan. 

9. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan mahasiswa. 

10. Menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa dalam hal etika, moral, dan profesionalisme. 

Sikap yang jujur, adil, disiplin, dan bertanggung jawab akan memberi pengaruh positif pada 

perkembangan karakter mahasiswa. 

11. Mendukung kebebasan akademik mahasiswa untuk berpikir, berekspresi, dan 

mengemukakan pendapat mereka. 

12. Berperan sebagai pembimbing yang tidak hanya mengajar tetapi juga membantu 

mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri, baik dalam aspek akademik maupun non-

akademik. 

13. Menciptakan ruang kelas yang bebas dari intimidasi, pelecehan, dan diskriminasi, serta 

memfasilitasi akses ke sumber daya akademik yang dibutuhkan oleh mahasiswa. 

14. Menghindari situasi yang dapat menciptakan konflik kepentingan dengan mahasiswa, 

seperti hubungan pribadi yang tidak profesional, atau menggunakan posisi untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi dari mahasiswa. 

 

Pasal 12 

Etika Dosen dan Tenaga kependidikan terhadap Institusi meliputi: 

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan Pengelola 

Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional Malang. 

2. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

3. Berdisiplin dan berperilaku etis dalam setiap kegiatan. 

4. Berperan aktif dalam mengembangkan Institut Teknologi Nasional Malang. 

5. menjunjung tinggi visi, misi Institut Teknologi Nasional Malang. 

6. Menjaga dan meningkatkan nama baik Institut Teknologi Nasional Malang. 

7. Menjaga loyalitas terhadap Institut Teknologi Nasional Malang. 

8. Jujur dalam melaksanakan tugas di Institut Teknologi Nasional Malang. 

9. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku. 

 

Pasal 13 

Etika Dosen dan Tenaga kependidikan dalam bernegara meliputi: 

1. Berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan pendidikan nasional dengan 

menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter. 

2. Mengikuti peraturan akademik, etika profesi, serta aturan yang berkaitan dengan 

administrasi pendidikan dan penelitian. 

3. Menghargai dan mendukung ideologi negara, seperti Pancasila di Indonesia dalam 

mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi tersebut, seperti keadilan 

sosial, persatuan, dan toleransi. 

4. Berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran sosial dan nasionalisme di kalangan 

mahasiswa. 

5. Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dapat mendukung kemajuan negara. 



6. Tidak boleh menggunakan ruang akademik untuk menyebarkan paham atau ideologi yang 

dapat merugikan integritas negara atau mengancam persatuan bangsa. 

7. Mempromosikan sikap inklusif dan toleransi, yang penting untuk menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

8. Tidak boleh menggunakan pengaruhnya sebagai pendidik untuk memaksakan pandangan 

politik tertentu kepada mahasiswa atau melibatkan diri dalam praktik politik yang 

merugikan kepentingan akademik. 

 

Pasal 14 

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat meliputi: 

1. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan terlibat dalam 

program pelatihan, seminar, atau penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. 

2. Menjaga hubungan yang harmonis dengan berbagai lapisan masyarakat dengan 

menghargai budaya, tradisi, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

3. Memperlakukan masyarakat dengan hormat, menghargai hak-hak individu, dan 

memastikan bahwa interaksi dengan masyarakat tidak merugikan atau menyinggung 

martabat mereka. 

4. Mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah yang kurang berkembang. 

5. Menjadi teladan dalam hal etika sosial, kesadaran lingkungan, dan tanggung jawab 

terhadap isu-isu sosial. 

6. Mengedukasi masyarakat tentang isu-isu global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, 

kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan lainnya. 

7. Mengedukasi masyarakat untuk menghindari diskriminasi dan intoleransi, serta 

mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dan harmonis. 

 

 

BAB VI 

LARANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Pasal 15 

Dosen sebagai ilmuwan dilarang: 

1. Melakukan pelanggaran peraturan akademik. 

2. Melakukan manipulasi data dalam penelitian. 

3. Melakukan plagiarisme, baik dalam penelitian, publikasi ilmiah, maupun dalam pembuatan 

karya ilmiah lainnya. 

4. Menggunakan keahliannya untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan. 

5. Menggunakan nama mahasiswa, sivitas akademika lainnya, serta subjek penelitian untuk 

memperoleh keuntungan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 

6. Terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas 

penelitian. 

7. Menggunakan sumber daya, baik itu dana penelitian, fasilitas, atau peralatan milik institusi, 

untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak terkait dengan tugas akademik. 

8. Menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksakan pandangan atau hasil penelitian 

tertentu kepada mahasiswa atau rekan sejawat. 

9. Mengintimidasi atau memaksa pihak lain dalam hal penerbitan atau penelitian. 

10. Menyebarkan informasi atau hasil penelitian yang belum terverifikasi atau yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

11. Menggunakan hasil penelitian untuk keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan 

akademik. 



Pasal 16 

Terhadap nilai profesionalisme, Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang: 

1. Mencemarkan nama baik sivitas akademika dan institusi. 

2. Menerima segala bentuk gratifikasi, yakni uang, barang, atau hal lainnya dalam proses 

pembimbingan, perkuliahan, ujian yang berasal dari mahasiswa dan/atau pihak lainnya. 

3. Meminta dan/atau menerima tindakan asusila. 

4. Melakukan pemaksaan, perundungan, dan kekerasan dalam bentuk apapun. 

5. Melakukan pembimbingan atau perkuliahan di tempat-tempat komersial yang mewajibkan 

pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang atau fasilitas tertentu. 

 

Pasal 17 

Perihal kehormatan serta kesusilaan diri sendiri, sivitas akademika lainnya, Dosen dan Tenaga 

kependidikan dilarang: 

1. Melakukan perbuatan yang berpotensi mencemarkan nama baik terhadap Institut 

Teknologi Nasional Malang yang dilakukan secara verbal, fisik, atau melalui teknologi 

informasi dan komunikasi. 

2. Meminta atau menerima sejumlah uang, fasilitas, dan kemudahan dalam melaksanakan 

Tridarma perguruan tinggi. 

3. Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, nonfisik, atau fisik 

melalui teknologi informasi dan komunikasi. 

4. Melakukan kegiatan politik yang menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik atau 

pasangan calon dalam pemilihan umum. 

5. Melakukan perbuatan, kegiatan, kampanye, ideologi terlarang, serta penyebaran LGBT. 

6. Menggunakan pakaian, perhiasan atau aksesori yang tidak sopan dan di luar batas 

kewajaran di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang. 

 

Pasal 18 

Dalam tujuan menjaga keteladanan diri, Dosen dan Tenaga kependidikan dilarang: 

1. Melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi sebagai perbuatan yang dilarang oleh 

hukum. 

2. Menggunakan perkataan atau berperilaku yang bermuatan tidak sesuai dengan norma 

kesopanan, kesusilaan, serta atau agama. 

3. Melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah dan/atau bermuatan pornografi serta 

pornoaksi. 

 

BAB VII 

PENEGAKAN KODE ETIK 

 

Pasal 19 

1. Institut membentuk Komite Integritas Akademik dengan tugas pokok pengawasan terhadap 

pelaksanaan kode etik di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang. 

2. Komisi Integritas Akademik memiliki fungsi: 

a. Menerima dan memproses pengaduan dugaan pelanggaran atas kode etik. 

b. Melaporkan kepada Rektor atas investigasi yang dilakukan untuk 

merekomendasikan sanksi yang diberikan. 

c. Merekomendasikan sanksi yang benar dan adil atas pelanggaran yang telah 

dibuktikan secara formal dan material sesuai peraturan yang berlaku. 

 

 

 



Pasal 20 

PELAPORAN 

 

1. Kepada setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik mempunyai hak untuk 

melaporkan kepada atasan secara berjenjang dari Dekan hingga Wakil Rektor II dengan disertai 

bukti yang cukup. 

2. Dekan atau Wakil Rektor II akan melaporkan kepada Komite Integritas dengan tembusan ke 

Rektor. 

3. Komite Integritas akan membuat tim investigasi atas laporan pelanggaran kode etik jika 

terbukti terjadi pelanggaran kode etik. 

4. Komite Integritas memberikan rekomendasi kepada Rektor atas hasil investigasi. 

5. Rektor memberikan sanksi dengan Surat Keputusan. 

  

 

 

BAB VIII 

PENERAPAN SANKSI 

 

Pasal 21 

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor setelah memeriksa dan 

mempertimbangkan laporan dan rekomendasi Komite Integritas Akademik.. 

2. Pemberian sanksi dinyatakan dalam Keputusan Rektor. 

 

Pasal 22 

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK 

 

Berdasarkan pada jenis berat ringannya pelanggaran serta fakta-fakta lain, Dosen dan Tenaga 

kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa: 

1. Surat Peringatan 1 (SP 1);  

2. Surat Peringatan 2 (SP 2);  

3. Surat Peringatan 3 (SP 3); 

 

Pasal 23 

Surat Peringatan 1 (SP 1) sebagaimana dimaksud pasal 22 nomor (1) dari hasil keputusan 

pemeriksaan Komite Integritas Akademik disertai: 

1. Permohonan maaf serta penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dan 

Penyesalan. 

2. Pernyataan bersedia dijatuhi Surat Peringatan 2 (SP 2) apabila mengulangi perbuatan 

pelanggaran yang sama atau pelanggaran Kode Etik lainnya selama masih dalam masa 

penerimaan Surat Peringatan 1 (SP 1) berlaku. 

  

Pasal 24 

Surat Peringatan 2 (SP 2) sebagaimana dimaksud pasal 22 nomor (2) dari hasil keputusan 

pemeriksaan Komite Integritas Akademik potensi menerima konsekuensi berupa: 

1. Penurunan Penilaian Kinerja Tahunan. 

2. Penurunan Jabatan Struktural setingkat lebih rendah. 

3. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Tahunan. 

4. Penundaan Kenaikan Jabatan Akademik. 

5. Pembatasan Aktivitas Akademik: 

a. Pembimbingan skripsi/tesis/disertasi. 



b. Pengujian akademik. 

c. Penelitian dan publikasi atas nama institusi. 

6. Pernyataan bersedia dijatuhi Surat Peringatan 3 (SP 3) apabila mengulangi perbuatan 

pelanggaran yang sama atau pelanggaran Kode Etik lainnya selama masih dalam masa 

penerimaan Surat Peringatan 2 (SP 2) berlaku. 

 

Pasal 25 

Surat Peringatan 3 (SP 3) sebagaimana dimaksud pasal 22 nomor (3) dari hasil keputusan 

pemeriksaan Komite Integritas Akademik potensi menerima konsekuensi berupa: 

1. Pembekuan hak akademik tertentu. 

2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 

3. Pemberhentian tidak dengan hormat. 

 

 

BAB IX 

PENUTUP 

 

Pasal 26 

 

1. Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga kependidikan Institut Teknologi Nasional Malang dan 

Peraturan Kepegawaian P2PUTN 2021 digunakan secara bersama sebagai peraturan yang 

mengikat bagi seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan Institut Teknologi Nasional Malang. 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Keputusan 

tersendiri. 

3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Kode Etik Dosen dan Tenaga kependidikan ini akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

Ditetapkan di :  Malang 

Pada Tanggal :  02 Juni 2025 

Institut Teknologi Nasional Malang 

Rektor, 

 

 

 

 

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D. 

NIP.198003012005011002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran SK No. ITN.06.123/IX.REK/2025 Tentang Kode Etik Dosen dan Karyawan ITN Malang 

 

 

NO 
KATEGORI PELANGGARAN 

( PASAL 15 ) 

BENTUK 

SANKSI 

1 Melakukan pelanggaran peraturan akademik. SP 2 

2 Melakukan manipulasi data dalam penelitian. SP 2 

3 
Melakukan plagiarisme, baik dalam penelitian, publikasi ilmiah, maupun dalam pembuatan 

karya ilmiah lainnya. 
SP 3 

4 Menggunakan keahliannya untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan. SP 3 

5 
Menggunakan nama mahasiswa, sivitas akademika lainnya, serta subjek penelitian untuk 

memperoleh keuntungan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 
SP 3 

6 
Terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas 

penelitian. 
SP 2 

7 
Menggunakan sumber daya, baik itu dana penelitian, fasilitas, atau peralatan milik institusi, 

untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak terkait dengan tugas akademik. 
SP 2 

8 
Menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksakan pandangan atau hasil penelitian 

tertentu kepada mahasiswa atau rekan sejawat. 
SP 3 

9 Mengintimidasi atau memaksa pihak lain dalam hal penerbitan atau penelitian. SP 2 

10 
Menyebarkan informasi atau hasil penelitian yang belum terverifikasi atau yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
SP 1 

11 
Menggunakan hasil penelitian untuk keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan 

akademik. 
SP 2 

   

NO 
KATEGORI PELANGGARAN 

( PASAL 16 ) 

BENTUK 

SANKSI 

1 Mencemarkan nama baik sivitas akademika dan institusi.  SP 3 

2 
Menerima segala bentuk gratifikasi, yakni uang, barang, atau hal lainnya dalam proses 

pembimbingan, perkuliahan, ujian yang berasal dari mahasiswa dan/atau pihak lainnya.  
SP 3 

3 Meminta dan/atau menerima tindakan asusila.  SP 3 

4 Melakukan pemaksaan, perundungan, dan kekerasan dalam bentuk apapun.  SP 3 

5 
Melakukan pembimbingan atau perkuliahan di tempat-tempat komersial yang mewajibkan 

pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang atau fasilitas tertentu.  
SP 2 



NO 
KATEGORI PELANGGARAN 

( PASAL 17) 

BENTUK 

SANKSI 

1 

Melakukan perbuatan yang berpotensi mencemarkan nama baik terhadap Institut Teknologi 

Nasional Malang yang dilakukan secara verbal, fisik, atau melalui teknologi informasi dan 

komunikasi.  

SP 3 

2 
Meminta atau menerima sejumlah uang, fasilitas, dan kemudahan dalam melaksanakan 

Tridarma perguruan tinggi.  
SP 3 

3 
Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, nonfisik, atau fisik 

melalui teknologi informasi dan komunikasi.  
SP 3 

4 
Melakukan kegiatan politik yang menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik atau 

pasangan calon dalam pemilihan umum di area wilayah kampus ITN Malang. 
SP 1 

5 
Melakukan perbuatan, kegiatan, kampanye, ideologi terlarang, serta penyebaran LGBT di 

area wilayah kampus ITN Malang. 
SP 3 

6 
Menggunakan pakaian, perhiasan atau aksesori yang tidak sopan dan di luar batas kewajaran 

di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang.  
SP 1 

   

NO 
KATEGORI PELANGGARAN 

( PASAL 18 ) 

BENTUK 

SANKSI 

1 
Melakukan perbuatan-perbuatan yang telah terbukti sebagai perbuatan yang dilarang oleh 

pihak berwenang. 
SP 3 

2 
Menggunakan perkataan atau berperilaku yang bermuatan tidak sesuai dengan norma 

kesopanan, kesusilaan, serta atau agama.  
SP 2 

3 
Melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah dan/atau bermuatan pornografi serta 

pornoaksi.  
SP 3 

 

 


